
LEMBARAN DAERAH
DJAWA-TENGAH

Seri A 1964 Nr 9

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG 
ROJONG DAERAH TINGKAT I DJAWA-TENGAH

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat I Djawa-Tengah tentang 
Padjak Pembangunan Djalan tahun 1964.

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan-daerah ini dengjun:
a .kendaraan bermotor ialah: semua kendaraan jang berpda dua atau 

lebih jang didarat digunakan untuk mengangkut barang dan / atau 
orang dan digerakkan dengan motor jang didjalankan dengan bensin, 
minjak-minjak lainnja, tjampuran bensin dengan minjak lain atau 
gas jang ada dalam lalu-lintas bebas ( diluar daerah pengawasan 
pabean) dalam tahun 1964.

b. pemilik ialah: orang atau badan atas nama siapa tanda nomor
polisi untuk kendaraan bermotor itu harus dituliskan, jaitu:
1. perorangan;
2. badan, baik jang bersifat badan hukum maupun jang tidak,

termasuk perusahaan negara; .
3. perkumpukm;
4. jajasan;
5. koperasi;
6. firma atau perseroan lainnja;
ls/d6 baik jang bertempat kediaman atau berkedudukan di Indo­
nesia maupun diluar negeri.

Pasal 2.

Dengan nama „Padjak Pembangunan Djalan Daerah tingkat I
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Djawa-Tingah tahun 1964" diadakan pungutan sekali atas simua ken­
daraan bermotor jang telah memakai tanda nomor Polisi Lalu-Lintas Djawa- 
Tingah.

Pasal 3.

Padjak Plmbrughuau Djalan Drirah tingkat I Djawa-Tengah 
tahun 1964 silaudjhtnja disebut „PadjaU Pembangunan Djalan" terhu - 
tang oleh pemilik kendaraan bermotor jang bersangkutan.

Pasal 4.

JangdiUetjhaliUan dari padjak Pembangunan Djalan ialah: kendaraan 
alrm(X<Ml:
a. Jang dimiliki oleh:

1. Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah;
3. anggauta Perwakilan Negara Asing di Indonesia jang memakai 

tanda CD atau CC;
4. Lembaga-lembaga Nigara/ Drirah jang ditundjhU olih 

Gubernur Kepala Daerah;
b. yang tidak dipergunakan dan oleh karena itu tilah disegel oleh 

atau atas nama pendjabat termaksud dalam pasal 15 ajat 1(3)) 
Undang-undang dimuat dalam Statblnad tahun 1934 No.718 
sedemikian rupa sehingga pemakaian kendaraan bermotor jang ber­
sangkutan tidak mungkin dengan tidak merusak segelnja;

c. jang ditundjuk olih Gubernur Kepala Dairah.

Pasal 5.

(1) Padjak Pembangunan Djalan dihitung dengan memper­
hatikan isi silinder dalam cc atau muatan maksimum dari kendaraan jang 
bersangkutan, dan kilas tahun [«^^11-1-11^- berdasarkan kelas tarif jang 
dimuat dalam tarip-tarip untuk golongan golongan kendaraan bermotor 
sebagaimana dilampirkan pada peraturan-daerah in.

(2) Dibebaskan untuk 50 % dari jumlah padjak Pembangunan 
Djalan ia^i—h:
a. pegawai Negeri dan Pegawai Dairah;
b. anggauta Angkatan Bersindjata;
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c. anggauta dari Lembaga-lembaga Negara / Dsersh dimaksud dalam 
psssl 4 sub s. 4 untuk satu kendaraan bermotor menurut pemi­
lihan pemilik.

d. Lembaga-lembaga jsng ditundjuk oleh Gubernur Kepala Dsersh 
Djawa-Tengah.

Pasal 6

(1) Pemilik kendaraan bermotor diwadjibkan melunasi Padjsk 
Pembangunan Djslsn jang terhutang untuk kendaraan bermotornja 
pada Kss Daersh tingkat I Djswa-Tengsh dslsm waktu 90 hari 
terhitung dari sast mulai berlakunja peraturan-daerah ini stau saat 
dtmtitrtnja kendaraan bcrmriornjs.

(2) Untuk pelunasan tersebut diberikan tsnda bukti lunas jsng 
beniurnja ditetapkan oleh Gubernur Kepala Dserah;

Pasal 7.

Psdjsk Pembangunan Djslsn jsng tidak dilunasi dalam djangks 
waktu termaksud dslsm pasal 6 ajat (1) ditsmbsh dengsn kenaikan 
sebesar duapuluh persen.

Psssl 8.

Jsng bertanggung djawab stas pelunasan Padjak Pembangunan 
Djslsn islsh ;

s. untuk pemilik perorangan pemilik jang bersangkutan stsu kuasa­
nja stsu ahli warisnja.

b. untuk pemilik jsng berupa bsdsn dan sebagainja pengurus badan 
jsng bersangkutan dsn / atau perseronja.

Pasal 9.

Apabila Padjak Pembangunan Djslsn jang terutang ternista kurang 
pembsjsrsnnjs, maks kekurangan itu ditagih kemudian dengsn kenaikan 
sebesar duspuluh lims persen.
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Pasal 10.

(1) Gubernur Kepala Daerah berhak mengeluarkan peraturan- 
peraturan pelaksanaan jang dianggapnja perlu.

(2) Hal-hal jang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur 
oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 11.

Peraturan-daerah ini dapat disebut Peraturan Padjak Pembangun­
an Djalan Djawa-Tengah tahun 1964 dan mulai berlaku pada hari 
pertama sesudah tanggal pengundangannja.

Semarang, 20 Februari 1964

A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah 
Gotong Rojong Daerah tingkat I 

Djawa-Tengah: 
Wk. Ketua,

SOEMARIO„

Diundangkan pada tanggal 
30 September 1964 

Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah,

MOCHTAR.

Peraturan-daerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 19 
ajat (5) Undang-Undang no. 11 Drt. tahun 1957.

Sekretaris Daerah,

M. SOEDUONO.
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PENDJELASAN

Fin^il-san Umum.
1. Seperti dimaklumi olih setiap pemakai djalan, keadaan 

djalan2 di Djawa-'fcngah pada w-tau mi aaujak jang amat menje&h- 
k-n. Kerus-fan2 jang diderita olih dja|au2 itu terutama diseaaakan 
^ena pemmraan dj-lan2 di w-^u-w-Mu l-mpau jang djauh dari p-d- 
sempurna, ditadah dengan teruskan2 jang tid^ ringan sebagai 
aUtat d-ri air todpn dan tandjir datam musim2 tadj-n dalam 
t-hun2 jang -khir2 ini -dal-h sedemittan rupa seUngga Waja2 per- 

a-iUauuj- tidak mungkin dibajar dari anggaran keuangan biasa.

2. Adapun djalan^ jang mengalami kerusakan berat adalah 
djalan2 :

Semarang— Gubug—Purwod-di, 
Purwod-di— Sala,
Purwod-di— Blora, 
Weliri Sukarela,
Kudus— Djepara— Taju, 
Lasem— batas Dj-wa-Timur, 
Trju— P-ti,
Remlau>u — Blora------ Tjepu,
RanduHatuiin —Tjepu, 
Tegal — Prupuk^— Bumiaju, 
Prupuk— Kitanggung-n, 
Pemalang— Moga, 
Wangon —— Ijltaj-ap,
Wangon----- batas Djawa-Barat,
Wonosobo— Wadaslintang ■—Kebumen, 
Kritik------ S-puran
Wonogiri —P-tjit-n,
Purwantoro.^—batas Djawa-Timur,

3. Untuk membangun kembali dj-lan' dimaksud diperlukan 
biaja jang menurut perkiraan akan meliputi djumlah beberapa r-tus djuta 
rupiah, suatu djumlah jang seperti d^imukakan diatas tidak akan 
terhajar d-ri anggaran keuangan dairah biasa.

Dengan mengingat situasi keuangan dairah pada waktu ini, 'dapat 
diperhitungkan bahwa, pembangunan hanja akan dapat diselenggarakan 
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tspak demi tspsk menurut urgensi dan djumlsh uang jsng dapat 
disediakan. Apabila didalam ini kita terpaksa bekerja dengsn tempo dsn 
irsms jsng dimungkinkan oleh pembisjsan dsri snggsrsn bdandja biasa, kita 
sksn dihadapkan pada sustu kenjataan, bahwa dslsm waktu jang singkat 
banjak djslsn2 jang akan mengalami kerusakan jsng sedemikian heba^i, 
sehingga tidak akan dapat memenuhi fungsinja untuk mendjamin sdsnja 
hubungan jsng tjepst dsn efisien.

Berkenssn dengsn ini perlu dipikirkan tjara2 untuk memperoleh 
keuangan, jsng sebsgsi tindakan komplementer stss dsssr prinsipe pengum­
pulan funds and forces dari golongan jsng mampu dan jsng banjak memper­
gunakan dnsisn2 umum, jang hssilnjs dspat dipergunakan untuk membisjsi 
pembangunan kembali djalsn2 jsng mengalami kerusakan jsng berst 
dissmping djumlah jsng dapst disediakan dslsm anggaran dsersh.

4. Untuk mentjapai tudjuan itu dapat ditempuh bebersps djslsn, 
misalnp:

s. mengsdsksn Dsns pembangunan djslan2;

b. mengsdsksn pungutan jsng bersifat pembangunan daerah;

c. mengsdsksn pungutan dengsn bentuk psdjsk dsersh.

Pembentukan dans2 dengsn mengadakan pungutan wsdjib kepsda 
umum belum dimungkinkan berdasarkan peraturan perundangan jsng 
sds sekarang, sedsng untuk mengadakan pungutan jsng bersifat pemba­
ngunan dsersh hsrus dapst dipenuhi „sjarat2 pemberian djssad jsng 
langsung membsws msnfsst dsn jsng dapat dirasakan oleh pars pembsjar 
pembangunan", sustu sjarst jsng tidak selalu dapat dipenuhi dengsn adanja 
rentjana pembangunan tspsk demi tspsk menurut urgent.

tuk psdjsk daerah.

Dengsn mengingat hal-hal dikemukaksn distss, maka padjak jsng akan 
dipungut mempunjai sifat chusus untuk memenuhi tudjuan tertentu 
dan dipungut untuk msss tertentu puls.

Psdjsk semstjsm ini dslsm sieisci perpadjiksn lazim disebut dengsn 
nams „bestemmingbelssting".

Berpedoman kepsda fskts2 dikempakan distss, maka untuk per­
baikan berst dari djalan2 di Djsws Tengah diadakan padjak chusus untuk 
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tahun 1964 jang dikenakan terhadap pemilik dan penguasa kendaraan ber­
motor jang ada di Djawa Tengah.

Adapun tarip ditentukan dengan meletakkan aksent pemungutan atas 
kendaraan untuk keperluan pribadi (jang seperti diketahui belum mendapat 
beban jang berat dibandingkan dengan kendaraan umum) sedemikian 
sehingga padjak tidak akan membawa beban jang relatip berat bagi 
wadjib padjak, satu dan lain dengan mengingat kemampuan dari fihak2 jang 
terkena padjak itu. Dengan demikian adanja pemungutan itu tidak perlu 
diikuti dengan adanja kenaikan tarip angkutan umum mengenai orang dan 
barang.

5. &ludi itu diharapkan dapat masuk
sebesar Rp. 250,- djuta rupiah.

Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1: a. Objek Padjak Pembangunan ialah semua kendaraan ber­
motor;

b. Ketentuan dalam sub b adalah perlu guna menentukan siapa 
jang bertanggung djawab atas pertunasan padjaknja.

Pasal 2: Tjukup djelas.

Pasal 3: Tjukup djelas.

Pasal 4: Dalam pasal ini sub c diadakan ketentuan guna memungkin­
kan pemberian pengetjualian untuk kendaraan bermotor jang 
menurut sifat pemakaiannja lajak untuk diketjualikan, misalnja 
kendaraan pengangkut djenasah, ambulanee, pemadam 
kebakaran dsb. jang mempunjai fungsi sosial.
Padjak djuga tidak akan dipungut dari kendaraan bermotor baru 
jang berada diperusahaan pendjualan kendaraan bermotor.

Pasal 5: Padjak Pembangunan Djalan ini untuk mobil2 penumpang pribadi 
(termasuk sepeda motor, sepeda kumbang dan sebagainja) 
dihitung menurut isi silinder dalam cc, sedang untuk truck 
menurut muatan maksimumnja (tonnage).

Jang dimaksud dalam ajat (2) sub d pasal ini misalnja adalah lembaga 
keagamaan, jang mendapat pembebasan berdasarkan ajat ini terhadap ken­
daraan bermotor jang chusus dipergunakan untuk keperluan keagamaan.
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Pasal 6 s/d 9 : Tjukup djelas.

Pasal 10: Dengan adanja ketentuan, dalam ajat (2) pasal 10 dapat 
diusahakan pentjegahan pcrong-rongan peraturan, misalnja de­
ngan merubah status mobil jang dikenakan padjak.

Pasal 11: Tjukup djelas.
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LAMPIRAN termaksud dalam pasal 5 peraturan-daerah Daerah tingkat I Djawa Tengah 
tentang Padjak Pembangunan Djalan tahun 1964.
Golongan A. untuk Kendaraan bermotor untuk keperluan pribadi.

Kelas
Tarip Djenis Kendaraan Isi Cylinder

Besarnja padjak

KETERANGANTahun pembuatan

SEBELUM 
TAHUN 1955

Tahun 1955 
hingga 1960

Tahun 1960 
keatas

1. Kendaraan bermotor 
untuk keperluan 
pribadi.

1. hingga 750 cc l.Rp. 2.500,- l.Rp. 5.000,- l.Rp. 15.(0»,- i Dalam golongan A dapat 
dimasukkan mobil, 
stationwagen, Yeep,

2. idem 2.750 cc hingga 2. Rp. 5.000,- 2. Rp. 10.000,- 2. Rp. 25.000,- landrover, mikrobus,
idem 
idem dari merek

3.1700 cc atau 
lebih

3. Rp. 10.000,- 3. Rp. 30.000,- 3. Rp. 50.000,- sportkar, suburban dan 
sebagainja jang diperun-

Mercedes-Bens dan 
Impala

4. 4. Rp. 10.000,- 4. Rp. 30.000,- 4. Rp. 75.000,- tukkan untuk keperluan 
pribadi.
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Golongan B. untuk Kendaraan bermotor Truck, Pick Up, Bus dan Kereta Gandengan

Kelas

Tarip

Djenis

Kendsrasn

Dsja angkut jg. 

diizinkan

Bessrnjs padjak

KETERANGANTshun pembuatan

SEBELUM TA

HUN 1955

TAHUN 1955

hinggs 1960

Tshun 1960 

keatas

1. Truk Pick Up 1. hinggs 2000 
kilogram

l.Rp. 5.000,- l.Rp. 7.500,- 1. Rp. 10.000,-

2. idem 2.2000 kg. hing 
gs 5000 kg.

2. Rp. 7.500,- 2. Rp. 10.000,- 2. Rp. 15.000,-

3. idem 3.5000 kg stsu 
lebih

3. Rp. 10.000,- 3. Rp. 15.000,- 3. Rp. 20.000,-

4. Bus 4. — 4. Rp. 2.000,- 4. ■ Rp.. 3.000,- 4. Rp. 5.000,-
5. Kerets Gandengan 5. — 5. Rp. 10.000,- 5. Rp. 10.000,- 5. Rp. 10.000,-
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Golongan C. untuk sepeda kumbang, sepeda motor dan sooter

Kelas

Tarip

Djenis

Kendaraan

Isi

Cyiinder

Besarnja padjak

KETERANGANTahun pembuatan

SEBELUM TA

HUN 1955

TAHUN 1955

hingga 1960

Tahun' 1960

keatas

1. Sepeda Kumbang, Se 
peda Motor dan 
scooter

1. hingga 50 cc 1. Rp. 100,- 1. Rp. 250,- 1. Rp. 1.000,-

Z
3.

idem' 

idem

2.50 cc hingga 
150 cc.

3.150 cc atau 
lebih

2. Rp. 250,­

3. Rp.'500,-

2. Rp. 500,­

3. Rp. 750,-

2. . Rp. 2.500,­

3. Rp. 3.000,-
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Golongan D. untuk mobil penumpang umum

Kelas

Tarip

Djenis Kendsrasan

Bessrnjs psdjsk

KETERANGANTshun pembuatan

SEBELUM TA

HUN 1955

TAHUN 1955

hinggs 1960

Tshun 1960

keatas

1. taksi 1. Rp. 1.000,- 1. Rp. 2.000,- l.Rp. 3.000,- Dslsm golongan taksi
2. opelet 2. Rp. 1.000,- 2. Rp. 1.000,- 2. Rp. 1.000,- dapat dimasukkan mobil,
3. bemo

-i

3. — 3. — 3. Rp. 3.000,- sistirnwsgen, landlover 
Yeep, suburban dll. 
sebagainja jsng diperun­
tukkan sebsgsi mobil 
penumpang umum selain 
opelet


